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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO 

 
Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang 

ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. –Umar bin Khatab 

 

ALLAH sebaik-baik perencana, maka yakinilah bahwa apapun itu pasti selalu ada 

hikmah dibalik rencana-Nya. 

 

#Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tidak 
akan terulang kembali.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui 

pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan dengan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional yang 

dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode, seiring dengan 

peningkatan pembangunan maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin 

meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber 

daya dan Pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Perencanaan anggaran 

merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena 

berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan 

rakyatnya. Begitupun juga dengan Peraturan Daerah yang merupakan peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan  

persetujuan bersama Kepala Daerah  yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 

dan daerahnya. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam 

ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, menegaskan keberadaan Peraturan Daerah 

(Perda) sebagai upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Untuk menghasilkan 

produk yang baik dengan peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat 

maka perlu dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan daerah agar lebih 

tepat sasaran dan terkoordinasi. Dalam penyusunan "Peraturan Daerah" perlu 

dilakukan persiapan yang komprehensif dan mendalam, antara lain: memahami 

materi konten yang akan dikendalikan dalam "Peraturan Daerah" dan pengetahuan 
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tentang bagaimana memasukkan konten ke dalam peraturan daerah secara ringkas 

dan tepat. jelas. Pilihan bahasa yang baik dan bahasa yang mudah dipahami diatur 

secara sistematis sesuai dengan prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Proses 

penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan 

hingga diundangkan, hingga penyusunan produk hukum daerah. 

Proses pembentukan peraturan daerah terutama dimulai dari perencanaan, 

pembahasan, penyusunan teknis, perumusan, persetujuan, diundangkan dan 

diseminasi. Dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi 

peraturan daerah, pembentukan peraturan tersebut harus dijadikan pedoman. Apabila 

penyusunan peraturan daerah tidak hanya berpedoman pada asas legalitas yang 

disebutkan dalam Pasal 136-147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang telah 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka akan lebih 

operasional dan perlu. menjadi Peraturan perundang-undangan berikut ini dilengkapi 

dengan hasil penelitian mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang ingin 

diaturnya, dan yang pertama adalah membuat naskah akademik. 

Pembahasan Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam 

program Legislasi Daerah. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut 

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah 

yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda provinsi ditetapkan 

untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan 

peraturan provinsi. Kriteria penyusunan daftar prioritas rancangan peraturan daerah 

dalam "Prolegda" didasarkan pada peraturan perundang-undangan di tingkat yang 

lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; pelaksanaan otonomi daerah dan 

pengelolaan bersama; dan keinginan masyarakat setempat. Prolegda dapat 

dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka yang memuat putusan Mahkamah 



3 

 

 

Agung, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan konsekuensinya dalam 

beberapa kasus. Selain Prolegda provinsi, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan 

rancangan peraturan daerah provinsi. Peraturan tersebut antara lain mengatasi situasi 

khusus, situasi konflik atau bencana alam akibat kerja sama dengan pihak lain, serta 

peraturan daerah tertentu lainnya untuk memastikan urgensi rancangan tersebut. 

Dapat disetujui bersama oleh DPRD provinsi yang mengkhususkan diri di bidang 

legislasi dan hukum. 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana disertai 

dengan penjelasan atau keterangan/naskah akademik. Dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, 

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi, atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi 

yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, dan disertai dengan keterangan yang 

memuat pokok pikiran pada materi muatan yang diatur. Pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang 

berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum, yang dapat terdiri dari 

instansi vertikal departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sedangkan departemen DPRD provinsi 

dikoordinasikan dengan dokumen kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus 

menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah 

Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah 

Kabupaten/KotaPembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh 

DPRD besama Kepala Daerah. 

Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan 

yang dilakukan dalam rapat, komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara 
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pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut 

berkaitan dengan perencanaan anggaran. Perencanaan adalah proses terintegrasi, dan 

keluaran dari rencana adalah anggaran. Perencanaan merupakan bagian terpenting 

dari kegiatan pembangunan pemerintah. Rencananya, proses atau kegiatan 

pembangunan akan dilakukan ke arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap 

perencanaan menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah daerah dalam kegiatan 

pembangunan. 

Memandu pengaturan perencanaan agar seluruh proses penyusunan APBD 

dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan, sehingga menentukan 

arah prioritas kebijakan secara keseluruhan, dan menentukan alokasi dan alokasi 

sumber daya dengan melibatkan masyarakat. Dokumen pelaksanaan anggaran yang 

disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam format 

rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD memang harus memberikan informasi 

yang jelas tentang keterkaitan antara target dan besaran anggaran dengan manfaat dan 

hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang 

dianggarkan. 

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk 

mendukung pelaksanaan rencana kegiatan organisasi. Oleh karena itu kinerja 

anggaran organisasi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan, sehingga kinerja 

anggaran organisasi dalam pengelolaan anggaran akan sangat mempengaruhi 

kemajuan organisasi jadi anggaran tersebut memegang peran yang sangat penting 

dalam suatu organisasi. Pembahasan Penyusunan regulasi berupa peraturan daerah 

(perda) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki anggaran untuk 

menunjang agar terlaksananya kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah 
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hingga menjadi Peraturan Daerah. Adapun alokasi anggaran yang tersedia atau yang 

telah ditetapkan untuk membiayai pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut 

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018 

Kegiatan  :  Pembahasan rancangan peraturan daerah 

No URAIAN Pagu Anggaran  

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp44.760.000 

2 Belanja Cetak Rp12.000.000 

3 Belanja Penggandaan Rp50.000.300 

4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp68.100.000 

5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp16.069.945.950 

6 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ 

Narasumber/ Moderator 

Rp988.000.000 

JUMLAH  Rp17.232.806.250 

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Sistem Formulir RKA SKPD Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 

 

Data tabel 1 diatas dapat kita lihat terdapat rincian pagu anggaran pembahasan 

rancangan peraturan daerah tahun 2018 di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang ditetapkan untuk mendanai kegiatan pembahasan rancangan peraturan 

daerah dalam program pengembangan risalah rapat dan kajian produk hukum 

perundang-undangan. Menurut undang-undang Pasal 17, Bab 1, Pasal 3 Keuangan 

Nasional tahun 2003, undang-undang tersebut menetapkan bahwa keuangan nasional 

harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. , dan memperhatikan keadilan 

dan kepatuhan. Anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersumber 

dari APBD dimana setiap tahunnya dianggarkan sesuai prosedur untuk digunakan 

dalam belanja rutin. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam membahas 

rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Kepala 
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Daerah dan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat 

persetujuan bersama. Badan legislasi daerah salah satunya petugas menyiapkan 

rancangan Peraturan Daerah dari usulan atau inisiatif DPRD, berdasarkan program 

prioritas yang telah ditetapkan, serta melakukan pembahasan perubahan atau 

penyempurnaan rancangan Peraturan daerah (Perda) yang secara khusus ditentukan 

oleh Badan Musyawarah (Banmus). Mengingat pentingnya hasil produk Peraturan 

Daerah yang bermutu dan berkualitas yang bisa diimplementasikan dimasyarakat, 

tidak bisa terlepas dari besarnya anggaran dan lamanya waktu dalam pembahasan. 

Berikut terdapat laporan realisasi rincian anggaran kegiatan pembahasan 

rancangan peraturan daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tabel 1.2 Data Laporan Realisasi Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah dan Produk Hukum DPRD Tahun 2018 

Tahun Uraian Kegiatan Target Penggunaan 

Anggaran 

Realisasi Anggaran Presantase 

2016 Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp11.794.244.000 Rp10.722.040.000 91,00% 

2. Belanja Pegawai Rp35.340.000 Rp35.040.000 99,15% 

3. Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp11.758.904.000 Rp10.687.000.000 91,10% 

2017 Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp13.964.200.000

  

Rp13.637.145.000 97,65% 

1. Belanja Pegawai Rp129.900.000 Rp129.900.000 100% 

2. Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp13.834.300.000 Rp13.507.245.000 97,63% 

2018 Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp17.232.806.250 Rp11.414.823.530 66,24% 

1. Belanja Pegawai Rp44.760.000 Rp43.460.000 97,10% 

2. Belanja Barang 

dan Jasa  

Rp17.188.046.250 Rp11.371.363.530 66,16% 

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Sistem Formulir RKA SKPD Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas terdapat laporan realisasi rincian penggunaan 

anggaran kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum di 

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana setiap kegiatan Penggunaan 

anggaran tepat sasaran, terlihat dari anggaran kegiatan hasil penyelesaian kegiatan 

baik atau buruk, karena anggaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

kelancaran kemajuan organisasi atau lembaga. Operasi organisasi. DPRD Provinsi 

kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan 

peraturan daerah seperti yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat pada 

kolom uraian kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah terdapat perbedaan 

anggaran setiap tahunnya. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembahasan 

rancangan peraturan daerah pada tahun 2018 realisasi anggaran kegiatan menurun. 

Tabel 1.3 Data Realisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016-2018  

No Tahun Raperda Realisasi Raperda 

1. 2016 19 raperda 19 perda 

2. 2017 19 raperda 17 perda 

3. 2018 20 raperda 10 perda 

 Sumber sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 pada tahun 2016 target anggaran untuk 19 

raperda yaitu sebesar Rp11.794.244.000 jadi target anggaran untuk satu raperda 

kurang lebih sekitar Rp620.749.684 dan target anggaran tersebut terealisasi sebesar 

Rp10.722.040.000 dengan raperda yang direalisasikan berjumlah 19 perda jadi 

besaran anggaran untuk realisasi 1 perda pada tahun 2016 sebesar Rp564.317.894. 

untuk tahun 2017 target anggaran untuk 19 raperda sebesar Rp13.964.200.000 jadi 

target anggaran untuk 1 perda pada tahun 2017 kurang lebih sebesar Rp734.957.894 

dan target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp13.637.145.000 dengan realisasi 
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raperda yaitu 17 perda, jadi besaran anggaran untuk 1 perda pada tahun 2017 yaitu 

sebesar Rp802.185.000 dan pada tahun 2018 yaitu target anggaran Rp17.232.806.250 

untuk 20 target raperda jadi target anggaran untuk 1 perda pada tahun 2018 sebesar 

Rp861.640.312 dan target anggaran tersebut terealisasikan sebesar Rp11.414.823.530 

dengan raperda yang direalisasikan berjumlah 10 perda, jadi besaran anggaran yang 

terealisasikan untuk 1 perda pada tahun 2018 sebesar Rp1.141.482.353. jadi dari 

tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk merealisasikan 1 perda, anggaran yang 

digunakan meningkat dan jumlah perda yang dihasilkan kurang dari target yang 

ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai 

”Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD 

Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung Tahun 2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah mengapa Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 

menurun? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Efektivitas Kinerja Anggaran Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 

Tahun 2018 menurun. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yaitu bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, 

tembahan kemajuan di bidang akademisi, sebagai masukan instansi tersebut tentang 

efektivitas kinerja anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah. 

A. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan akan memberikan gambaran utuh mengenai 

fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mewujudkan kinerja anggaran pembahasan rancangan 

peraturan daerah yang baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan 

bagi stakeholder terkait untuk mewujudkan kinerja anggaran yang seharusnya. 

B. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti dan bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas 

kinerja anggaran pada suatu program dan kegiatan. 
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